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. GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA

PERATURAN GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA

NOMOR 223 TAHUN 2014

TENTANG

ORGANISASI DAN TATA KERJA KANTOR PENGELOLA
KAWASAN MONUMEN NASIONAL

DENGAN RAHMATTUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 152 ayat (2) Peraturan
Daerah Nomor 12 Tahun 2014 tentang Organisasi Perangkat Daerah,
perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Organisasi dan Tata Kerja
Kantor Pengelola Kawasan Monurnen Nasional;

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan
Negara; ,

3. Undang-Undang Nomor, 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan
Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;

4. Undang-Undang Nemer 29 Tahun 2007 tentang Pemerintah Provinsi
Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan
Republik Indonesia; .

5. Undang-Undang Nemer 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-undangan;

6. Undang-Undang Nemer 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;

7. Undang-Undang Nemer 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah
sebagaimana telah diubah, dengan Peraturan Pemerintah Pengganti
Undang-Undang Nemer 2 Tahun 2014;

8. Peraturan Pemerintah Nemer 58 Tahun 2005 tentang Pengelelaan
Keuangan Daerah;

9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan
Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
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10. Peraturan Pemerintah Nemer 38 Tahun 2007 tentang Pembagian
. Urusan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan

Pemerintahan Daerah Kabupatsn/K6ta; .

11. Peraturan Pemerintah Nemer 41 Tahun 2007 tentang Organisasi
Perangkat Daerah; . .

12. Peraturan Pemerintah Nemer 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan
Barang Milik Negara/Daerah;

13. Keputusan Presiden Nemor 50 Tahun1980. tentang Penugasan.
Pembinaan dan Pengelolaan Monumen Soekarno-Hatta Proklamator
Kemerdekaan Republik Indonesia diserahkan kepada Gubernur Kepala
Daerah Khusus Ibukota Jakarta;

14. Keputusan Presiden Nomor 25 Tahun 1995 tentang Pembangunan
Kawasan Medan Merdeka di Wilajah DaerahKhusus Ibukota Jakarta;

15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2008 tentang Pola
Organisasi Perangkat Daerah Previnsi Daerah·Khusus Ibukota Jakarta;

16. Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2014 tentang Organisasi
Perangkat Daerah;

MEMUTUSKAN :

PERATURAN GUBERNURTENTANG ORGANISASI DAN TArA KERJA
KANTOR PENGELOLA KAWASAN MONUMEN NASIONAL.

BABI

KETENTUAN UMUM

Pasal1

Dalam Peraturan·Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
.

2.. PGmerintah Daeiah adalah G.ubernur dan Perangkat Daerahsebagai
unsur penyelehggara Pemerintahan Daerah.. .

>

3.. Gubernur adalah Kepala Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota
Jakarta.

4. Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Daerah Provinsi Daerah
Khusus Ibukota Jakarta.

5..Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Provinsi Daerah Khusus
Ibukota Jakarta.

e. Asisten Perekonomian adalah Asisten Perekonomian Sekretaris
.Daerah Pmvinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

7. Badan Pengelola Keuangan clan Aset· Daerah yang selanjutnya
disinl;kat BPKAD adalah Badan· Pengelqla Keuangan dan Aset
Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
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. 8. Badqn Kepegawaian Daerah yang selanJutnya disingkat BKD adalah
Badan Kepegawaian Daerah Prcvii:1si Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

9.. Biro Or~ariisasidan Reforma:;;i Birokrasi yang selanjutnya disebut Biro
Organisasi dan RBadalah Biro Organisasi dan ReforrTiasi Birokrasi
Sekretariat Daerah, '..

10. Ka[ltor Pengelola Kawasan MonumenNasional. yang 'selanjutnya
disebut KPK .Monas adalah Kantor Pengelola Kawasan Monumen
Nasional Provinsi Daerah Khusus Ibukota .Jakarta.

11. 'Kepala KantorPengelola . Kawasan· Monumen Nasional yang
selanjutnya disebut Kepala Kantor adalah Kepala Kantor Pengelola
KawC!san Monumen Nasional Provinsi. Daerah Khusus Ibukota
Jakarta.

12. Satlian Kerja Perangkat Daerah yC!ngselanjutnya disingkat SKPD
adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah Provinsi Daerah Khusus
Ibukpta Jakarta. . . .

13. Unit Kerja Perangkat Daerah yang selanjutrwa disingkat UKPD adalah
Unit Kerjaatau Subordinat SKPD.

14. Kawasan Monumen Nasional adalah bagian. dari Kawasan Taman
Medan Merdeka sebagC!imana ditet<3pkan dalam Keputusan Presiden
Nomor 25 Tahun 1995 tentang. Pembangunan Kawasan Medan
Merdeka di Wilayah Daerah Khusus Ibukota Jakarta yang meliputi
sp.luruh area dalam pagarTaman Monumen Nasional, Tugu Monumen .
Nasional, pelataran dan parkir (ex irti), serta. seluruh pedlstriC!n di luar
pagar Taman Monumen Nasional yang melingkar dari Jalan Merdeka
Utara, Jalan Merdeka Timur,Jalan Merdeka Selatan dan Jalan
Merdeka Barat, termasukMonumen Proklamator yang terletakdi
Jalan Proklamasi Nomor 56 Kota Administrasi Jakarta Pusat. .

15. Pegawai. AparatLJr Sipil Negara adalah Pegawai Negeri Sipil dan
.Pegawai Pemerintah dengan perjanjian kerja ya>1g diangkat oleh
.peja.bat pembina kepegawaian dan diserahi tugas dalam suatu jabatan
pemerintahan atau diserahi tugas negara lainnya dan digaji
berdasarkan peraturan perundang~undangan. .

16. Pegawai Negeri Sipil adalah Warga Negara lridonesia yang memenuhi
syarst tertentu, diangkat sebagai pegawai AparatlJr Sipil Negara
secara tetapoleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki

·jabatcln pemerintahan.

17. Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja adalah Warga Negara
Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, yang diangkat berdasarkan
perjahjian· kerja untuk jangka .. waktu tertentu dalam' rangka
melaksanakan:tugas pemerintahan.

BAB II

KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI

Pasal2

(1) KPK Monas merupakan unsur pendukung tugas Pemerintah Daerah
dalam pengelolaa[l Kawasan MOr1umen Nasional. .
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(2) KPK •Monas dipimpin oleh seora'ng Kepa!a Kantor yang
berkedudukan di bawah, dan bertanggung jawab kepada Gubernur
melalui Sekretaris Daerah. '

(3)' KPK Monas dalGlmmelaksanakan tugas dan fungsinya dikoordinasikan
oleh Asisten Perekonomian.

Pasal3

" (1) KPK Monas mempunyaitugas melaksanakan pengelolaan Kawasan
MonumenNasional. '

(2) ,Untuk melaksanakan tugas sebagaiman~ dimaksud pada ayat (1), KPK
Monas menyelenggarakari fungsi : '

penyusunan reneana strategis dan reneana kerja dan anggaran
Kantor Pengelola Kawasan MonumenNasicnal;

pelaksanaan reneana strategis dan d.okumen pelaksanaan
anggaran Kantor Pengelola Kawasari Monumen Nasional;

penyus:.man kebijakan, pedoman dan standar teknis Pengelola
Kawasan Monurnen Nasional;

perawalan Monumen Nasional deng3n segala fasllitas
kelengkapannya;

penyusunan rencana dan pengadaan koleksi serta sarananya;

, pelaksariaan pembuatan deskripsi dan registrasi koleksi;

g. penyimpanan, penataan dan perawatan' koleksi;

h., pemberian bimbingandan pelayanan edukatif kultLiral kepada
masynrakat pengunjung kawasan ,monumen nasional;

i. pembangunan, pemeiiharaan dan perawatariKawasan Monumen
Nasional, termasuk prasarana,' sarana, perpustakaan dan
pedestrian;

j. pemelihilraan kebersihan, keindahandan keasrian Kawasan
Monumen Nasional, terrriasuk penyediaan, pemeliharaan dan.
perawatan prasarana serta sarana, kebersihan;

k. pemeliharaan ketertiban, ketentraman, keamanan dan kenyamanan
'Kawasan Monumeri,Nasional;

I. 'pembangunan, pemeliharaan dan perawatan drainase/saluran air,
lampu taman dan !ampu hias daiam Kawasan Monumen
Nasional;' '

m. penataan, penempatan dan pemeliharaan taman, pohori, dan'
hewan dalam Kawasan Monumen Nasional;

n. ,penataan dan pembinaan kegiatan usaha rlalam Kawasan
Monumen Nasional;

o. pengaturan dan pelayanan parkir dalam Kawa'san Monumen
Nasional;

"p. pengaturan dan pelayanan pemanfaatan/pengguna'an area dalam
Kawasan Monumen Nasional,;

q. pengatl,Jran dan pelayanan pengunjung dalam Kawasan Monumen
, Nasional; ,
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r. ~elak~~naan k?ordinasi, kerja. sarna.· dan kemitraan dengan
Instansl pemenntah, aparat. keamanan·d~m/ataupih<lk terkait
lairinya dal.am Tangka optimalisasi pengelolaan Kawasan
MonumenNasional;·. .' '. . .

. s. .' publikasi dan promosi Kawasan Monumen Nasional;""

t. pemlJrlgutan,penatausahaan, penyetoran,. j::el<lporan dan.
pertanggungjawaban penerima'an retribusi Kawasan Monumen

. Nasional;' .... .' .

. u.· pengelolaan kepegawaian, keuangan dim .barang KantorPengelola
Kawasan Monumen Nasional;

V,'. pengelolaan ketatausahaan' dan' kerumahtanggaan Kantor
Pengelola Kawasan MonumenNasional; .

w. pengelolaan kearsipan, data .dariJnformasi Kantor Pengelol:;t
. KawasanMonumen Nasional;- dan

-x.. pelaporan, .dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas. dan
furigsi Ka.ntor Pengelola Kawasan Mcinumen Nasiorial.

BAB III

ORGANISASI ..

Bagian Kesatu

Pasal4

(1) $usunan Organisasi KPK Monas terdiri dari :
'. .

a. Kepala Kantor;

b. Subbagian Tata Usaha; -

c. 5eksi-Prasarana dan. Sarana;

d: Seksi Pelayanan;

e. Seksi Ketertiban; dan

f: Kelorripok Jabatan Fungsional. .

(2) Bagan Susunan. Organisasi KPK Monas sebagaimana- tercantum
. dalam Lampiran PeraturanGubernur ini. .

Bagian Kedua

Kepala Kantor

Pasal5 .

Kepala Kantor mempunyaitugas :

,.,

a. memimpin dan mengoordinasikanpelaksanaarl tugas dan f~ngsiKPK
Monas sebagaimana dimaksuddalam pasaI3;. -"

.b.. n:,engoordinasikan pelaksana~n' tugas .subbagian; Sel$si dan
Kelompok Jabatan FUl1gsional;', .

. . , .

I' "
I .,
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. c. ·melaksanakan koordinasi. dan kerja sama denganSKPO/UKPD
danlatau instansi pemerintah/swasta, dalam· rangka pelaksanaan
tugas dan fungsi KPK Monas; dan

d. melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas dan
fungsiKPK Monas. . ..

Bagian Ketiga

Subbagian Tata Usaha

Pasal6

(1) Subbagian Tata Usaha merupakan SatuanKerja staf KPK Monas
dalam pelaksanaan administrasi KPKMonas.

(2)Subbagian Tata Usaha dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian
yang berkedudukandi bawah dan bertariggung jawab kepada Kepala
Kantor. . .

(3) Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas :

a. menyusun bahan rencans st~tegis dan rencana kerja. dan
anggaran.KPK Monas sesuai dengan Iingkup tugasnya;

b. melaksanakan rencana strategis dan dokumen pelaksanaan
anggaran sesuai dengan lingkup tugasnya;

c.mengoordinasikan penyusumin rencana strategis, rencal1a kerja
dan anggaran dan dokumen pelaksanaan anggarari KPK Monas;

d. ·melaksanakan· monitoring, pengenqalian dan evaluasi
. pelaksanaan dokumen pelaksanaananggaran KPK Monas;

e. menyusun bahan standar dan prosedur KPK MO:las;

f. melaksanakan pencatatan. pembukuan, penyetoran, pelaporan
.• d~m pertanggungjawaban penerimaan retribusi I<awasan

Monumen Nasional;

g.. melaksanakanpengelolaan kepegawaian;· keuangan dan barang
KPK Monas;

h.. melaks,makan kegiatan kerumahtanggaan dan surat menyurat
KPK Monas;

i. melaksariakan pengelolaan.kearsipan KPK Monas;·

J melaksanakan penyediaan, ·penatatis·ahaan, . penggunaan,
pemeliharaan dan perawatan prasarana. dan sarana kerja KPK
Monas;

k.· .menghimpun,. menganalisis dan mengajukan kebutuhan
penyediaan. pemeliharaan serta perawatan. prasarana dan
sarana kerja KPK Monas;

I. .. memelihara keamanan, ketertiban, keindahan, kebersihandan
kenyamanan KPKMdnas;

m. melaksanakan pengelolaan teknologi informasi KPK Monas;

n. melaksanakan· publikasi kegiatan' dan pengaturan. acara KPK·
Monas; .

.p-
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o. me;'\goordinasikan penyusunan laporan keuangan,' kinerja, kegiatan
dan akuntabilitas KPK Monas; dan

p. melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas
Subbagian Tata Usaha,

Bagian Keempat

Seksi Prasarana dan Sarana

Pasal 7

(1) Seksi Prasarana dan Sara~a merupakan satvan ,kerja lini KPKMo'nas
,dalam pelaksanaan kegiatan pembangunan, pemeliharaan dan
per,awatan prasarana dan sarana. '

(3) $eksi Prasarana dan Sarana mempunyai tugas:

a. menyusun bahan rencanastrategis' dan. rencana :kerja dan
anggaran KPKMo'nas sesuai dengan lingkup '(ugasnya;

b. melaksanakan rencana strategis 'dan dokumen pelaksanaan
anggaran KPK Monas sesuai dengan lingkup tugasnya; ,

c. 'menyusuri bahan standar dan prosedur penataan, pemelihara,an
d,an perawatan prasarana dan sarana Kawasan Monumen

'Nasional; • ,

d. menyusun kebutuhanpenataan, pemeliharaan danpEm,!watan
taman, lampu taman, lampu hias" air mancur, patung dan pagar
,taman, tugu Monumen Nasional, sarana jalan pedestrian dan
drainase, pencahayaan, penerangan, dalam Kawasan MO(1umen
Nasional;

e. melaksanakan pembangunan" penataan" pemeliharaan dan
perawatan taman, lampu taman, lampu hias, air mancur, patung
dan pagar' taman, tugu Monumen Nasion81,sarana, jalan
pedestrian dan drainase, pencahayaan, penerangan, dalam
Kawasan Monumen Nasional;

f. menyusun kebutuhan rencana penanaman, pemeliharaandan
perawatan pohon dalam Kawasan Monumen Nasional;

g. melaksanakan kegiatan monitoring, keindahan, keasrian dan
kelengkapan taman, lampu taman, lampuhias; pohon lampu hias,
airmancur, patung, pagar taman, tugu Monumen Nasional, sarana
jalan pedestrian, pencahayaan, penerangan, tempat pemeliharaan
hewan,drainase, 'tempat parkir, tempat usaha mikro dan kecil,

, Kawasan Monumen Nasional;

,h. melaksanakan penyediaan, 'pemeliharaan dan perawatan
prasarana serta sarana kebersihan;

i. melaksanakan penanaman, penataan, pemeliharaan dan
perawatanpohon dalam Kawasan Monumen Nasional; dan'

j. melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas
Seksi Prasarana dan Sarana.

c

c'

.(2) Seksi ' Prasarana ,dan Sarana dipimpin oleh seorang Kep~la Seksi
yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala
Kantor.
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Bagian Kelima

Seksi Pelayanan

Pasal 8,

(1) Seksi Pelayanan merupakan Satuan kerja Iini KPK Marias dalam
pelaksanaan kegiatan pelayanan,

'(2) Seksi Pelayanan dipimpin oleh seorang, Kepala Seksi yang
berkedudukan di bawah dan' bertanggung jawab' kepada Kepala
Kantor. ' ,

(3) Seksi Pelayanan mempunyai tugas:

menyusun bahan rencana strategis dan rencana, kerja dan
anggaran KPK Monas sesuai dengan Iingkup tugashya;

melaksanakan rencana strategis dan dokum'en pelaksanaan
anggaran KPK Monas sesuai dengan lingkup tugasnya;

menyusun standar dan prosedur mengenai penggunaanKawasan
Monumer. Nasional; ,

mengatur danmslayani per.gunjung Kawasan Monumen Nasional;

mengatur, melayani dan memberikan izin atau persetujuan
pan!;lgunaanipemanfaatan area Kawasan Monumen Nasional;

mengawasi dan mengendalikan penggunaan Kawasan Monumen
Nasional;

menyusun, melaporki,m data dan informasi pengunjungi
penggunaan Kawasan Monumen Nasional;

memberikan bimbingan dan pelayanan edukatif kuituralkepada
masyarakat pengunjung atau pengguna Kawasan Monumen
Nasional;' '

i. , menata, menempatkan dan membina usaha mikro dan keeil dalam
Kawasan Monumen Nasional; ,

j. menyelenggarakan perpustakaan Kawpsan M~numen Nasional;

k. melaksanakan kegiatan publikasi, promosi, penyediaan data dan
informasi Kawasan Monumen Nasional;

I. menyusun data iriformasi Kawa~an Monumen Nasional;

m. melaksanakan pemeliharaan hewnn dalam Kawasan Monumeri
Nasional;

n. 'm:engoordinasikan perawatan kesehatan hewan dalam' Kawasan
Monumen Nasional;

o. menyusun rencana dan ,Pengadaan koleksi serta sarananya;

p. melaksanakan pembuatan deskripsi danregist~asi koleksi;

q. melaksanakan penyimpanan, pen;3ta,an, pemeliharaan, perawatan
dan konservasi koleksi;

r. melaksanakan pemungutan retribusi pelayanari Kawasan Monumen
Nasional; dan

s.. melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas
Seksi Pelayanan.

,.
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Bagian Keenam

Seksi Ketertiban

Pasal 9

(1) Seksi Ketertiban merupakan Satuan kerja lini, KPK Monas dalam '
, pelaksamlar:t kegiatan pelayanan,

(2) Seksi Ketertiban dipimpin oleh seorang Kepala Seksi, yang
berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepadaKepala
Kant~r.

(3), SeksiKetertiban mempunyai tugas:

'a. menyusun bahan rencana strategis dan rencana kerja dan
, ang,garan KPK Monas sesuai dengan IingkuJj tugasnya;

b. rnelaksanakan rencana strategis dan dokumen pelaksanaan
anggaran KPK Monas sesuai denga'n Iingkup tugasnya;

c, menyusun standar dan prosedur penyelenggaraan ketertiban,
ketentraman, keamanan dan kenyamar.ian K;3wasan Mcinuinen
Nasional;

,d. memelihara ketertiban, ketentraman, keamanan dan kenyamanan
, Kawasan Monumen Nasional; ,

e. mela'<sanakan pengawasan, pengendalian keamanan Kawasan
Monumen Nasional;

f. merijaga kebersihan, keir.qahandan keasrian Kawa,san Monumen
\'Ijasional;

g. mengatur, melayani' dan menertibkim parkir dalam Kawasan
Monumen Nasional;

h. melaporkandan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas
Seksi Ketertiban.

.Bagian Kedelapan

Kelompok Jabatan FungsionaJ

Pasal 10

(1) KPK Monas dapat mempunyai Kelompok Jabatan FungsionaC

(2)' Ketentuah lebih lanjut mengenai Kelompok Jabatan' Fungsiona~diatur
dengan Peraturan Gubernur sesuai ketentuan peiaturan perundang-
undangan. "

Pasal'11

(1) Dalam .rangka mengembangkan profesi/keahlian/kompetensi Pejabat
Fungsional ,dibentuk Kelompok JabCltan Fungsional untuk lingkup

, Kantor yang ditetapkanoleh Kepala Kantor. '

(2) Kelompok Jabatan Fungsional 5ebagaihlana dimaksud pada ayat (1),
dipimpir.loleh, seorang Ketua Kelompok' Jabatan Fungsional yang
berkedudukan eli bawah Kepala Kantor. '
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. (3) KetuaKelompok JabatanFungsional sebagaimana dimaksud pada
aya! (2), diangkat dan diberhentikan oleh Kepala Kantor dari pejabat
yang dihormati tii kalangan Pejabat Fungsior1al sesuai keungg~lan

.kompetensi (pengetahuan, keahlian dan integritas) yang dimiliki.

(4) Ketentuan lE:)bih lanjut mengenai Jabatan Fungsional pada KPK
Monas diatur dengan.Peraturan Gubernur.

BABIV

TATA KERJA

Pasal 12

. (1) Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya KPK Mdnas wajib taat dan
berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2) Kepala Kantor mengembangkan koordinasi dankerja sama dengan
SKPD/UKPD dan/atau. instansi peme·rintah/!;wasta terk.ait dalam
rangka meningkatkan kinerja dan ml3mperlancar pelaksanaan tugas
dan fungsi KPK Monas. .

. Pasal13

KelJala Kantor, Kepala .. Subbagian, Kepala Sek~i, Ketua Kelompok
Jabatan Fungsionai padq KPK Monas dalam melaksanakan tugasnya

. wajib hlematuhi· ketentuan peraturan perundang-undangan sera
menerapkan prinsip koordinasi, kerja sama, integrasi, sinkronisasi,
simpljfikasi, akuntabilitas, transparansi, efektivitas dan efisiensi.

Pasal 14

(1) Kepala Kantor, Kepala Subbagian, Kepala Seksi, Ketua Kelompok
Jabatan Fungsional pada .KPK Monas wajib memimpin,
mengoordinasikan, mengarahkan, . memberikan bimbingan,
·memberikan petunjuk· pelaksanaan tugas,. membina,dan menilai
kinerja bawahan masing-masing.

(2) Kepala Kantor, Kepala Subbagjan, Kepala Seksi, Ketua Kelompok
Jabatan Fungsional dan pegawai pada KPK Monas wajib mengikuti
dan ·mematuhiperintah ·dinas atasan masing-m8sing sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-uhdangan..

Pasal15·

Kepala Kan.tor,· Kepala Subbagian, Kepala Seksi, Ketua Kelompok
Jabatan Fungsional pada . KPK Monas wajib mengawasi dan.
mengendalikan pelaksanaan ,tugas bawahan· masing-masing serla

. ll1engambil langkah-Iangkah yang diperlukan apabila menemukan adanya
. penyimpangan dan/atau indikasi penyimpangan: .

Pasal16·

.. (1) Kepala Kantor, Kepala· Subbagian, Kepala Seksi, Ketua Kelompok
Jabaran Fungsional dan pegawaipada· KPK Monas wajib
menyampaikan laporan pelaksanaan tugas (termasuk kendala yang
dihadapi dalam pelaksanaan tugas) kepada atasan masing-masing
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2) Atasan yang menerima laporan sebagaimana dimaksud pada ayat(1),
menindaklanjuti dan menjadikan laporan yang diterima sebagai bahan
pE<ngambiian keputusan sesuai dengan kewenangan masihg-masing.
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Pasal17

, (1) ,SekretCiriat Daerah melalui Biro Organisasi' dan RB melaksanakan
pembinaan keJembagaan; ketatalaks,anaari' dan, pelaporan reform:;lsi
birokrasi, terhadap KPK Monas. "

(2) Ketentu'an '" 'Iebih lanjut mengenai pl:lmbinaan kelembagaan,
,ketatalaksanaan dan, pelaporan' reformasi birokrasi sebagai.mana
, dimakslJd pada,ayat (1) diatur dengan Peraturan Gubernur. "

BABV

KEPEGAWAIAN

Pasal 18

(1) Pegawai 'pada,KPK Monas merupakanPegawai Aparatur Sipil
Negara; terdiri atas :

a. Pegawai Negeri SipjJ; dan

b.' Pegaw:;liPemerintah d~ngan Perjanjian'Kerjl3.

(2) Pengelolaan kepegawaian sebagai.mana dimaksud pada ayat (1),
dilaksanakan' sesuai' dengan ketentuari 'pe~ondang-undanga:n tentang ,
AparaturSipil Ne}lara.

(3) Dalam pelaksanaan pengelolaan kepegawaian, KPK Monas
, mendapat pembinaan dad Sekretaris Daerah r:nelalui BKD dan Biro

Organisasi dan RB.' ,

, BABVI

KEUANGAN

Pasal19

(1) Belanjapelaksanaan tugas dan fungsi KPK Monas dibebankan pada
APBD.,' ' ' ,

(2) Pengelolaan bela!1ja sebagaimana dimakslld pap,a ayat, (1),
dilaksan;;ikan' sesuaidengan' ketentuan, peraturan" perundang-
undangan keuangari negara/daerah.' '

Pasal20

(1) 'Belarija pelaksanaan tugas dan fungsi KPK Monasdibeqankan pada
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. :' '

(2) Pengelol~an belanja sebagaimana ' d,imaksud pada ayat (1)
dilaksar:J<;Ikan sesuai, dengan ketentuan' peraturan perundang-'
undangandi bidang keuangan negara/daerah, "

BAB VII

ASET

Pasal 21

(1) Aset yang dipergunakan oleh KPK Monas: sebagai prCisararia dan'
sarana kerja KPK ,Monas merupakanaseFc;laerah denganstatus
kekayaan'dae'rah yang tidak dipisahkan. " '
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.(2) Pengelolaan' aset atau· prasarana .dan sarana; kerja sebagaimana
dimaksud pada' ayat (1), dilaksanakan sesuai dengari ketentuan

·peraturan perundang-undangan keuangan negara/daerah dan
· ketentuan perundang;undangan pengelolaanbarang' milik riegaral
daerah.

Pasal 22

(1) Prasarana dan' sarana kerja yang. diterima oleh. KPK Monas dalam
rangka pelaksanaan tugas dan fungsi dalam 'bentu\< pembei"ian·hipah
atau bantuan barang dari pihak ketiga merupa\<an penerimaan barang
daerah. .

c

(2) Penerimaan prasarana dan sarana kerja. sebagaimana dimaksud
padaayat (1), segera dilaporkari kepada Gubernur melalui Kepala.
BPKADselaku· Pejabat Pengelola' Keuangan Daerah sekaligus
Beridahara Umum Daerah untuk dic;ltat dan dibukukan sebagaiaset
daerah..'

BAB VIII

. PELAPORAN DAN AKUNTABIUTAS

c

, pasal 23

(1)' i{PK Monas menyusun danmenyampaikan lapol'anberkala' tahu'nan,
semester, triwulan, bulanan dan/atau sewaktu-waktu kepada
Gubernur melalui Sekretaris Daerah.

(2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat. (1),antara lain meliputi
laporan:: . .

a. kepegawaian;

b. keuangan;

c. kinerja;

d. barang;

e. aku'ntabilitas; dan

f. kegiatan.

Pasal 24

Dalamrangka akuntabilitas KPK Monas merigembangkan sistem
pengendalian internal.·

BAB IX

PENGAWASAN

Pasal 25

Pengawasan . terhadap pelaksan'aan urusan .pemerintahan 'bidang
pengeldlaankeuangan daerah oleh KPK Monas dilaksanakan oleh :

a. Lembaga Ilegara yang mempunyai tugas memeriksa pengelolaan dan
· . tanggung jawabkeuangan negara;

P. Aparatpengawasan internpemerintah; .
,.
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BABX

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 26

Formasi Jabatan dan Kebutuhan peralatan kerja KPK Monas
diatur/ditetapkan dengan Peraturan Gubernur/Keputusan Gubernur
tersendiri, sesuai dengan kebutuhan, kemampuan keuangan daerah dan
prioritas daerah.

BABXI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 27

Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku, Peraturan Gubernur
Nomor 124 Tahun 2014 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata
Kerja Unit Pengelola Kawasan Monumen Nasional dicabut dan
dinyatakan tidak berlaku.

Pasal2a

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan .Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah
Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 24 Desember 2014
GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS

IBUKOTA JAKARTA,

tid

BASUKI T. PURNAMA
Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 24 Desember 2014

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,

tid

SAEFULLAH

BERITA DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
TAHUN 2014 NOMOR 62096
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Lampiran : Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus
Ibukota Jakarta

Nomor 223 TAHUN ~014

Tan9~al 24 Desember 2014

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI
KANTOR PENGELOLA KAWASAN MONUMEN NASIONAL

" KEPALA KANTOR

I
SUBBAGIAN
TATA USAHA

I I -I
SEKSI

PRASARANA
SEKSI SEKSI

DAN SARANA
PELAYANAN

I
KETERTIBAN

i

KELOMPOK JABATAN
FUNGSIONAL

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,

ttd

BASUKI T. PURNAMA


